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ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat dewasa
ini telah melahirkan beragam produk makanan dan minuman dalam kemasan.
Kemasan adalah pembungkus luar produk yang berfungsi melindungi produk,
memudahkan konsumen dalam pemakaian, menaikkan citra produk bahkan
sekaligus dapat dijadikan alat promosi ketika produk tersebut dilemparkan ke
pasaran.

Sejalan dengan perkembangan teknologi banyak orang yang mendirikan
depot pengisian ulang air minum sebagai usaha untuk melangsungkan hidup,
tetapi mereka tidak memperhatikan aturan-aturan yang terdapat dalam Surat
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/10/2004 dalam
pendirian depot air minum. Hal ini menyebabkan hak sebagai konsumen
terabaikan, banyak konsumen yang merasa dirugikan akibat pendirian depot yang
tidak memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Kep, Menperindag, sehingga
banyak konsumen yang keracunan akibat mengkonsumsi air yang tidak sehat.
Akibat adanya peraturan ini banyak orang merasa tidak mampu untuk mendirikan
depot air minum isi ulang karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh pengusaha
untuk memenuhi ketentuan tersebut, akibatnya banyak pengangguran.

Latar belakang inilah yang menyebabkan penyusun tertarik untuk
melakukan analisis tentang Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
No. 651/MPP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang
dan Perdagangannya.

Jenis penelitian skripsi ini adalah /ibrary research atau penelitian pustaka,
dengan metode yang digunakan adalah deskriptif analitik yakni penelitian yang
bertujuan untuk menjelaskan data yang ada di lapangan dan sekaligus peneliti
memberikan penilain dari sudut pandang hukum Islam. Adapun pendekatan yang
penyusun gunakan adalah yuridis normatif dengan wusi/ al-figh, sehingga dengan
pendekatan tersebut diharapkan penyusun memperoleh hasil penelitian yang
sesuai dengan tinjauan hukum Islam.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka dapat diketahui bahwa
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini tidak bertentangan dengan
hukum Islam justru adanya ketetapan ini pemerintah membantu menjaga hak
konsumen sehingga para produsen yang akan mendirikan depot air minum ini
tetap menjaga kualitas air yang akan dikonsumsi sesuai dengan syarat-syarat
yang telah ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.
651/MPP/10/2004 serta ketetapan ini bertujuan untuk menghindari adanya
persaingan usaha yang tidak sehat.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan
skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari
1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
| Aliif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
= ba’ b be
< ta’ t te
< §&° § es (dengan titik di atas)
z Jim j je
s ha (dengan titik di
C ha h bawah)
C kha’ kh ka dan ha
& dal d de
3 zil E zet (dengan titik di atas)
J 1d’ r er
J zai z zet
8] sin S es
O syin sy es dan ye
es (dengan titik di
T i § bawah)
. de (dengan titik di
oY ) d bawah)
L < te (dengan titik di
Ta ! bawah)
L , zet (dengan titik di
za “ bawah)
< ‘ain ‘ Koma terbalik di atas
d gain g ge
— F&’ f ef
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A qaf q qi
l kaf k ka
J 1am 1 ‘el
e mim m ‘em
O nlin n ‘en
S wawl w w
° H® h ha
& hamzah ¢ apostrof
&$ y&’ y ye
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap
53 Azl ditulis Muta’addidah
e ditulis ‘iddah
C. Ta’ Marbutah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis 4
YO ditulis hikmah
4 ditulis Jizyal

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke
dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘a/ serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan 4.

NP PPN Ditulis Karimah al-auliyi’

3. Bila ta’ Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrahdan dammah
ditulis ¢ atau A
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hill 318 ditulis Zakat al-fitri

D. Vokal Pendek

T Jad ditulis A
fathah ditulis fa'ala
3’53 ditulis i
— ditulis zukira
AN ditulis u
- ditulis yazhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif ditulis d

3 dlala ditulis jahiliyah
fathah + ya’ mati ditulis a

2. = dituli =
(st itulis tansd
kasrah + ya’ mati ditulis i

3. aa S ditulis karim
dammah + wawu mati ditulis u

4, — — =
Uy N ditulis furiid

F. Vokal Rangkap

fathah + ya’ mati ditulis ai

L] sy ditulis bainakum
fathah + wawu mati ditulis au

8 g J LA
Jsé ditulis qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

‘;33“ ditulis a’antum
Caace | ditulis w’iddat
ad S ol ditulis Ia’in syakartum

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"
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L.

[j all ditulis al-Qurdn
el ditulis al-Qiyiis

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "/" (el) nya.

¢ L) ditulis as-Samd’
el ditulis asy-Syams
Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut penulisannya.
wa g il (s 4 ditulis zawr al-funid
) Jal ditulis ahl as-Sunnah
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"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka
di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

(QS. An-Nisa': 29)

"tidak ada doa
dan perjuangan yanyg sia-sia"
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang cukup baru dalam dunia
peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun berita mengenai perlunya
peraturan perundang-undangan yang komprehensif bagi konsumen tersebut sudah
digaungkan sejak lama, tepatnya pada tahun 1970-an. Ini ditandai dengan lahirnya
Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) bulan Mei 1973. Secara historis pada awalnya
yayasan ini berkaitan dengan rasa mawas diri terhadap promosi untuk memperlancar
barang-barang dalam negeri. Atas desakan suara-suara dari masyarakat, kegiatan
promosi harus diimbangi dengan langkah-langkah pengawasan, agar masyarakat tidak
dirugikan dan kualitasnya terjamin serta desakan masyarakat untuk melindungi
dirinya dari barang dan jasa yang rendah mutunya telah memacu untuk memikirkan
secara sungguh-sungguh usaha melindungi konsumen serta mulailah gerakan untuk
merealisasikan cita-cita itu."

Sejalan dengan proses menuju era industrialisasi serta adanya kemajuan di
bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi maka berbagai olahan dengan berbagai
macam cara dan bentuk dibuat sedemikian rupa untuk menarik konsuﬁen, dengan

harga yang lebih murah seperti pengisian ulang air minum dalam kemasan.

! Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Pelindungan Konsumen, (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 15-16.



Kemasan adalah pembungkus luar produk yang berfungsi melindungi produk,
memudahkan konsumen dalam pemakaian, menaikkan citra produk atau bahkan
sekaligus dapat dijadikan alat promosi ketika produk tersebut dilemparkan ke
pasaran. Minuman kemasan yang disertai dengan slogan yang memiliki ciri khas
masing-masing produk berguna untuk meyakinkan konsumen tentang keunggulan
produk tersebut dan ada keinginan untuk mengkonsumsinya.”

Menyikapi perkembangan berbagai produksi minuman dalam kemasan
tersebut, seorang konsumen tidak bersikap netral dalam mengkonsumsinya. Syari'at
Islam mewajibkan mengkonsumsi makanan dan minuman yang diperoleh dengan
cara atau melalui hasil yang halal dan bahan-bahan yang dikonsumsi harus halal pula.
Di samping halal hal yang wajib diperhatikan oleh konsumen muslim dalam
mengkonsumsi pangan adalah bahwa pangan tersebut haruslah fayy7b, artinya pangan
tersebut baik dikonsumsi dilihat dari segi kesehatan, bergizi, dan tidak mengandung
cacat.

Dalam banyak kasus, dengan alasan mengejar keuntungan ternyata
kepercayaan konsumen ini banyak disalahgunakan produsen. Bentuk penyalahgunaan
berupa menjual produk tidak sesuai dengan label atau menjual produk yang sudah
tidak layak untuk dikonsumsi seperti yang sering terjadi pada produk yang berupa
makanan atau minuman dalam kemasan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk

kecurangan yang dilakukan pelaku usaha.

? www/google/com.Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan dan Minuman dalam

Kemasan. Diakses tanggal 20 April 2008.



Praktek-praktek curang yang dilakukan oleh produsen atau pelaku usaha
menyebabkan diberlakunya Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan
konsumen dan mendorong pemerintah untuk mengeluarkan surat keputusan tentang
Teknis Persyaratan Depot Air Minum serta Perdagangannya. Pentingnya
perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan martabat dan kesadaran
konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di dalam
menyelenggarakan kegiatan usahanya dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.?

Dengan telah disahkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan No. 651/MPP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi
Ulang dan Perdagangannya pada tanggal 18 Oktober 2004, maka salah satu harapan
dari masyarakat luas pengguna barang dan jasa terpenuhi. Adanya SK ini merupakan
salah satu upaya untuk melakukan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen
berarti berbicara mengenai hak-hak konsumen.*

Islam telah menetapkan aturan-aturan dalam jual beli seperti tidak boleh
praktek curang seperii penipuan, ketidakjujuran dengan menjual barang cacat tanpa
memberi informasi terlebih dahulu. Praktek jual beli yang seperti ini menimbulkan
tidak tercapainya kerelaan salah satu pihak dalam hal ini adalah konsumen.

Walaupun hukum Islam telah mengatur berbagai aturan dalam jual beli

kemudian Undang-undang perlindungan konsumen masih sering diabaikan. Ini

* Erman Rajagukguk dkk, Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung: Mandar Maju, 2000),
him.7.

* Ari Purwadadi, "Telaah Singkat Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen", dalam
Jurnal Hukum dan Keadilan, vol.3, No.3. 2000: 116-126, him.116.



terbukti dengan kekecewaan yang dialami oleh konsumen sering didengar, bahkan
mungkin banyak yang mengalami hal yang sama. Konsumen yang seharusnya
dianggap sebagai suatu aset terbesar dalam perdagangan, namun selama ini dibuat
sebagai objek yang dapat dengan mudah dipermainkan dan ditipu.’

Di Negeri ini memang sudah biasa konsumen merasa rugi atau dirugikan
ketika membeli suatu produk, sedangkan produsennya lepas tangan, seandainya
produk yang dijualnya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki konsumen seperti
tidak tahunya kualitas air yang akan dikonsumsi di depot pengisian ulang air minum,
label yang tidak sesuai, dan ketidaktahuan mengenai air minum yang mengandung
bakteri yang dapat merugikan masyarakat karena tidak sesuai dengan Standar
Nasional Indonesia.

Ketetapan yang telah dikeluarkan oleh Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan ini mempunyai dampak positif dan negatif. Dari sini dapat dilihat bahwa
hukum Islam sebagai analisis antara mafsadat dan maslahat. Tujuan dari
dikeluarkannya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini adalah untuk
melindungi konsumen dan mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.
Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan industri air minum

isi ulang itu disamakan dengan industri air minum dalam kemasan. Sebagai

’B. Marojahan S. Sinurat, "Perlindungan Konsumen", Bernas, (Rabu 15 Mei 2008), him. 4.



konsekuensinya, seluruh ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Menperindag No.
705/MPP/Kep/11/2003 juga berlaku bagi industri air minum isi ulang.®

Salah satu ketentuan yang harus dipatuhi oleh pengusaha air minum isi ulang
adalah ketentuan tentang perizinan. Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan No. 705/MPP/kep/11/2003, harus memiliki nomor MD dan SNI
untuk memperoleh izin usaha. SNI adalah Standar Nasional Indonesia yang berkaitan
dengan kualitas suatu produk. SNI ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan
Makanan, setelah melalui serangkaian tes di laboratorium. Sedangkan No. MD adalah
nomor registrasi produk makanan dan minuman dalam negeri.

Sebelum Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengeluarkan Ketetapan
No. 705/MPP/Kep/I1/2003 tentang Pendirian Depot Air Minum tersebut harus
didaftarkan melalui ketentun SNI dan MD, Menteri Perindustrian dan Perdagangan
mengeluarkan keputusan mengenai Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan
Perdagangannya. Dalam hal ini dimaksudkan agar para produsen melindungi hak
konsumen agar tidak terjadi kesewenangan yang dilakukan oleh produsen. Tujuan
dari dikeluarkannya keputusan ini yaitu dalam rangka menjamin mutu produk air
minum yang dihasilkan oleh depot air minum yang memenuhi persyaratan kualitas air
minum dan mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat serta dalam upaya

memberi perlindungan kepada konsumen.

¢ Http// google com. Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang. Diakses tgl. 20 April
2008.



Adanya kepastian hukum terhadap pengembangan ilmu, maka eksplorasi
dapat terus berkembang. Untuk itulah dibutuhkan perlindungan terhadap konsumen
agar bisa menjadi seimbang antara hak sebagai konsumen dan kewajiban sebagai
pelaku usaha. Keberadaan depot air minum dan mutu air minum yang dihasilkan
mulai terjamin ketika pemerintah mengeluarkan SK Menperindag No.
651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan
Perdagangannya. Dengan demikian upaya Aspada (Asosiasi Pengusaha Depot Air)
agar usaha kecil Depot Air Minum dapat memperoleh pengakuan secara legal oleh
pemerintah. Dengan dikeluarkanya SK tersebut legalitas dan kelangsungan usaha
Depot Air Minum lebih terjamin. Demikian juga dengan mutu air minum Depot Air
Minum lebih terjamin melalui pengawasan yang efektif serta perlindungan konsumen
juga lebih terjamin. |

Tidak jarang depot-depot yang tidak memenuhi persyaratan yang telah
ditentukan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini menimbulkan kerugian
kepada konsumen karena air yang tidak jernih bisa menimbulkan penyakit bagi yang
mengkonsumsinya. Produsen jarang sekali memperhatikan hal tersebut karena bagi
seorang pelaku usaha atau produsen yang dipikirkan hanyalah mencari keuntungan.

Hal tersebut di atas menimbulkan penyesalan dan kerugian terhadap pihak
pembeli yang nota bene-nya sebagai konsumen akhir karena merasa dirugikan
sehingga dalam jual beli tersebut tidak tercapai unsur kerelaan.

Penelitian ini sangatlah penting untuk menyadarkan para pengusaha untuk

tetap mempertahankan kualitas air minum yang akan dijadikan sebagai bahan pokok



untuk mendirikan air minum isi ulang, selain itu penelitian penting untuk

menghindari adanya persaingan usaha yang bebas.

B. Pokok Masalah.
Berangkat dari dasar pemikiran seperti dimaksudkan dalam latar belakang
masalah maka dapat ditarik pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap surat keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/kep/10/2004 tentang
Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdagangannya?

2. Mengapa surat keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.
651/MPP/kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi

Ulang dan Perdagangannya diperlukan?

C. Tujuan dan Kegunaan.
1. Tujuan penelitian.
a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tujuan dikeluarkannya surat
keputusan menteri perindustrian dan poerdagangan No.
651/MPP/kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot air Minum Isi

Ulang dan Perdagangannya, sehingga dapat dicari ketetapan hukum dengan

prinsip kemaslahatannya.



b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan
konsumen dalam keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan,
sehingga dapat diketahui kesimpulannya.

2. Kegunaan penelitian.

a. Secara teoretik, memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang
perlindungan konsumen dalam hukum Islam, keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan serta bagaimana hukum Islam memandang
perlindungan konsumen dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan tersebut.

b. Secara akademis, menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka Islam

terutama dalam bidang hukum Islam.

D. Telaah Pustaka.

Sejauh penulusuran yang penyusun lakukan, belum ada karya ilmiah yang
membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dan
Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang serta Perdagangannya (Studi Analitis
Kep. Menperindag No. 651/MPP/10/2004).” Dalam buku karya Sudaryatmo yang
berjudul masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia, yang secara umum
membahas masalah berbagi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap
hak-hak konsumen dalam persoalan iklan, listrik, perumahan dan masalah bank.
Kemudian dijelaskan pula dalam buku Hukum dan Advokasi karya Sudaryatmo,

membahas masalah model perlindungan konsumen, pelanggaran hak konsumen dari



masalah bank sampai masalah perumahan serta contoh perlindungan konsumen yang
ada di Negara Malaysia dan Advokasi konsumen.’

Muhammmad dan Alimin dalam bukunya yang berjudul Efika dan
Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam membahas tentang perlindungan
konsumen dalam hukum ekonomi Islam itu tidak terlepas dari sumber-sumber hukum
dan proses penggandaan suatu hukum yang lazimnya menjadi kajian figh dan 1;5171 al-
figh serta berbagai kemungkinan terjadinya akibat dari penyalahgunaan kelemahan
konsumen, dalam buku ini juga membahas mengenai perlindungan konsumen dalam
Islam.®

Di antara karya ilmiah yang membahas tentang perlindungan konsumen
adalah "Tinjauan Hukun Islam terhadap Perlindungan Hak-hak Konsumen dalam
Undang-undang No. 8 Tahun 1999" karya Mukhlisin. Karya tersebut lebih
menekankan pada hak-hak konsumen yang dilindungi oleh undang-undang karena
seringnya konsumen dirugikan. Dalam undang-undang perlindungan konsumen lebih
banyak berbicara mengenai hak konsumen yang harus dilindungi sedangkan pelaku
usaha sendiri kurang mendapat perhatian, padahal tidak sedikit juga pelaku usaha

yang dirugikan oleh konsumen, sedangkan sistem ekonomi Islam mengutamakan

7 Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999), him.
65.

# Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam, cet. ke-
1, (Yogyakarta: BPFE, fak. Ekonomi, 2004), him. 103.
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keadilan. Karya ilmiah tersebut hanya menjelaskan hak-hak konsumen secara umum
tidak khusus pada salah satu jenis perdagangan.’

Opini yang ditulis oleh Indah Sukmaningsih yang berjudul "Perlindungan
Konsumen Dalam Perspektif Masa Kini", pembahasannya lebih menekankan pada
peran YLKI pada saat ini dalam menghadapi berbagai dampak perdagangan global
maupun sifat konsumtifisme masyarakat.'®

Skripsi milik Uun Faizah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap
Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Makanan Kemasan (Studi Kasus di Toko
Titipan Illahi Yogyakarta).” Isinya lebih menekankan pada bentuk tanggung jawab
yang dilakukan oleh pihak distributor (TPI) kepada para konsumen yang mengalami

kerugian,'!

E. Kerangka Teoretik.
Ajaran Islam berisi ketentuan-ketentuan yang diperuntukkan bagi umat

manusia untuk memperoleh kebahagian di dunia dan akhirat, sebagaimana firman

Allah:

® Mukhlisin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-hak Konsumen dalam Undang-undang
No. 8 tahun 1999", Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

' Indah Sukmaningsih, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Masa Kini",
http/www/Solusi Hukum.com. akses tgl. 18 Mei 2008.

"' Uun Faizah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli
Makanan Kemasan (Studi Kasus di Toko Titipan Illahi Yogyakarta)", Skripsi Sarjana Tidak
Diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
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Dalam hukum Islam, hal ini pulalah yang mendasari manusia dalam
melakukan aktifitas ekonomi atau bermuamalat. Ajaran tentang muamalat berkaitan
dengan persoalan-persoalan hubungan sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan
masing-masing sesuai dengan prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran yang dikandung oleh
al-Qur'an dan as-Sunnah. Oleh karena itu bidang muamalat tidak dapat dipisahkan
dengan dimensi ketuhanan.

Objek muamalat dalam Islam mempunyai cakupan yang jelas. Oleh karena itu
semuanya tercakup secara rinci dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, tetapi banyak yang
digunakan secara global saja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberi peluang
bagi manusia untuk bermuamalat sesuai dengan yang dibutuhkan dalam kehidupan
mereka, dengan sarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan
dalam hukum Islam.

Adanya kepastian hukum terhadap pengembangan ilmu, maka eksplorasi
dapat terus berkembang. Untuk itulah dibutuhkan perlindungan terhadap konsumen
agar bisa menjadi seimbang antara hak sebagai konsumen dan kewajiban sebagai
pelaku usaha. Keberadaan depot air minum dan mutu air minum yang dihasilkan
mulai terjamin ketika pemerintah mengeluarkan SK Menperindag No.
651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan

Perdagangannya. Dengan dikeluarkanya SK tersebut legalitas dan kelangsungan

12" Al-Qasas (28): 60
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usaha DAM lebih terjamin. Demikian juga dengan mutu air minum DAM lebih
terjamin melalui pengawasan yang efektif serta perlindungan konsumen juga lebih
terjamin.">

Sehingga dalam menjaga porsi perlindungan terdapat suatu hak, prinsip dasar
yang harus diperhatikan adalah kemaslahatan bagi seluruh masyarakat, serta

memperhatikan unsur-unsur keadilan dan keseimbangan tanpa melebihi batas

maupun mendatangkan kerugian.'* Seperti pada kaidah berikut:
N tl.,,au ;,.H_—'l LS.L& ‘-..LE.AMLA.U;J;

Dalam abad modern ini, umat Islam dihadapkan pada berbagai masalah
ekonomi, sebagai akibat dari perkembangan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi, suatu problem yang sangat berat untuk dirasakan oleh umat Islam dewasa
ini adalah berhadapan dengan sistem ekonomi kontemporer yang bebas nilai yakni
sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan komunis. Sistem ekonomi kontemporer itu jika
dihadapkan dengan prinsip ekonomi Islam sangatlah berlawanan, sebab sistem
ekonomi Islam mengandung nilai-nilai serta norma-norma ilahiah yang secara

langsung keseluruhan mengatur kepentingan ekonomi individu di masyarakat. 'S,

13 wwwigoogle.com//Jamin Mutu Air Minum, Menperindag Keluarkan SK DAM// akses 25
Juni 2008.

4 vyusuf Qardhawi, Jjtihad Dalam Syariat Islam, hlm 53.

'* H. Asjmuni A. Rahman, Qaidah-qaidah ("Qowa ‘idul Fighiyah"), (Jakarta: Bulan Bintang,
1976), hlm.29.

16 Sudirman M Parimbun, Barang Dalam Aktifitas Ekonomi Menurut Pendangan Hukum
Islam, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 91.
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Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dari
sistem yang tengah berjalan. Ia memiliki akar dalam syariat yang membentuk
pandangan dunia sekaligus sasaran-sasaran dan strategi (magqasid-asy-syari ‘ah) yang
berbeda dari sistem-sistem sekuler yang menguasai dunia.'’

Demi terwujudnya keadilan dalam masyarakat, Islam telah memberikan
batasan-batasan kepada manusia dalam bentuk bermuamalah dengan beberapa prinsip
dasar sebagaimana dijelaskan Ahmad Azhar Basyir'® yaitu:

1. Pada dasarnya bentuk muamalah itu adalah mubah, kecuali yang ditentukan

lain dalam al- Qur'an dan al-Hadis ini adalah sesuai dengan kaidah

9 @ ol e ) Joy o iU ela W 3 JeoY)

2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan

3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan
menghindari madharat dalam hidup masyarakat

4, Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan. Menghindari
unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam

kesempitan

' Umar Chapra, Islam Dan Tantangan Ekonomi, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta:
Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2002), him.7.

'* Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), edisi revisi,
(Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.15.

" As-Suyiiti, al-Asybah Wa an-Naza'ir (Beirut: Mu‘assasah al-Kutub ats-Saqafiyah, 1994),
hlm. 82.
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Prinsip dasar inilah yang harus dipegang teguh untuk mewujudkan ekonomi
yang bebas dari persaingan yang tak jelas. Islam mengajarkan manusia untuk saling

tolong- menolong dalam hal kebaikan sebagaimana firman Allah:

00l gaally @EY) e Vg Yy 558y S e gl

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa Islam mengajarkan untuk saling
tolong-menolong dalam hal kebaikan tidak dibolehkan tolong menolong dalam hal
keburukan. Islam memberi kebebasan untuk bermuamalah dalam bidang apapun asal
satu sama lainnya tidak merugikan.

Dengan menggunakan teori maslahat maka ketentuan ini bertujuan untuk
melindungi hak sebagai konsumen yang mana perlu diperhatikan bagi seorang
produsen. Imam asy- Syatibi menjelaskan tentang mas/ahah dan mafsadah di dunia,
lebih memilih untuk mengembalikan pada pandangan umum, ketika sisi perbuatan
memiliki sisi maslahah lebih kuat, maka ia secara umum dapat dianggap scbagai
maslahah, demikian sebaliknya karena dia berpendapat bahwa dunia adalah tempat
bekumpulnya mas/ahah dan mafsadah sebagai ujian bagi umat manusia. Hal ini
terbukti dengan adanya dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya. Di
keluarkannya SK ini banyak mengandung maslahah dari pada mafsadah-nya.

Maslahah-nya antara lain seorang konsumen akan terjaga haknya, dan tidak terjadi

2 Al- Ma'idah (5) : 2.



15

persaingan bisnis yang bebas, sedangkan mafsadahnya dengan adanya SK ini maka
perizinan dalam usaha membuka depot air minum ini akan semakin rumit dan sulit
karena harus melalui persyaratan yang telah ditetapkan oleh Menteri Perindustrian
dan Perdagangan dan Menteri Kesehatan, sehingga seseorang merasa malas untuk

melakukan hal itu, kemudian akan berdampak pengangguran.

F. Metode Penelitian.
1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yaitu suatu
penelitian dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi dan
menjadikan data yang diperoleh dari berbagi sumber tertulis tentang ketentuan
keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang Persyaratan Teknis Depot
Air Minum dan Perdagangannya serta mengenai perlindungan konsumen pengisian
ulang air minum dalam kemasan dilihat dari perspektif hukum Islam.

2. Tipe Penelitian.

Penelitian ini menggunkan tipe preskiptif normatife analitik atau lebih
tepatnya menilai yakni jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan kaidah atau
norma hukum dengan pendekatan prinsip-prinsip hukum muamalat yaitu dipandang
dari segi nilai maslahahnya. Dengan demikian hal-hal yang berkenaan dengan
kebijakan dalam Kep. Menperindag No. 651/MPP/kep/10/2004 tentang Persyaratan
Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdagangannya dapat dicari ketetapan

hukum dengan prinsip kemaslahatannya.
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3. Pendekataan Penelitian.

Pendekataan penelitian yang digunakan adalah sebuah pendekatan yuridis
normatif dengan usul al-figh sebagai landasan metodologisnya, pendekatan yuridis
adalah cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat obyek hukum karena
berkaitan dengan produk Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yaitu
Keputusan Menperindag No. 651MPP/Kep/10/2004, sedangkan pendekatan normatif
dengan usul al-figh ialah dengan mendekati sebuah masalah untuk melihat apakah
sesuatu itu baik atau buruk, sah atau batal, sesuai atau tidak menurut norma yang
berlaku. Di samping itu untuk menyederhanakan pembenarannya atau penemuan
hukum atas masalah yang diangkat dengan tolak ukur persesuaian dengan nash-nash
dan ketentuan hukum dalam syari'at Islam dalam hal ini yaitu dengan landasan usu/
al- figh.

4. Teknik Pengumpulan Data
a. Mengumpulkan dan menelaah data-data, terutama dari aspek kelengkapan
dan validasi serta relevansinya dengan objek pembahasan.
b. Mengklasifikasikan = dan = mensistematiskan  data-data  kemudian
diformulasikan dengan pokok masalah yang ada.
c. Melakukan analisa lanjutan terhadap data yang telah diklasifikasi dan

disistematiskan dengan menggunakan kaidah-kaidah yang sesuai.

5. Analisis Data.
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Analisis data yang dipergunakan adalah deduksi, yaitu melihat penerapan
praktik keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang Persyaratan Teknis
Air Minum Isi Ulang dan Perdagangannya. Analisis tersebut didasarkan pada sudut
pandang hukum Islam dan prinsip ekonomi Islam, sehingga dapat ditarik kesimpulan
yang bersifat khusus, sehingga memperoleh jawaban dari berbagai masalah yang
muncul akibat adanya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

G. Sistematika Pembahasan.

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka dibutuhkan
kerangka sistematis yang dituangkan ke dalam beberapa bab dan sub bab dengan
sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, membicarakan pendahuluan yang berisi latar belakang
pemikiran, untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar atau mendukung
timbulnya masalah yang diteliti dan memperjelas alasan-alasan yang menjadikan
masalah tersebut dianggap menarik dan penting untuk diteliti, pokok masalah yang
dirumuskan secara spesifik tentang ruang lingkup masalah yang akan diteliti, tujuan
dan kegunaan penelitian adalah untuk mengetahui arah dan maksud yang jelas, telaah
pustaka menerangkan bahwa masalah yang diteliti benar-benar belum ada yang
meneliti sebelumnya, kerangka teoritik sebagai landasan atau dasar teori yang
digunakan untuk menjawab pokok masalah dalam penelitian ini, metode penelitian
yang diterapkan sebagai langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data-data dan
menganalisis data yang telah diperoleh, serta sistematika pembahasan untuk

menerangkan alur pembahasan yang diteliti.
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Bab kedua, membahas mengenai jual beli dan perlindungan konsumen dalam
hukum Islam yang meliputi pengertian dan tujuan jual beli, rukun jual beli, dan syarat
jual beli serta risiko dalam jual beli. Sedangkan perlindungan konsumen meliputi
pengertian konsumen, hak-hak konsumen, perlindungan konsumen akibat cacat
barang.

Bab ketiga, berbicara tentang gambaran umum keputusan yang dikeluarkan
olek Menteri Perdagangan dan Perindustrian No. 651/MPP/KEP/10/2004, sub babnya
berbicara tentang latar belakang munculnya keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan No. 651/MPP/10/2004, tujuan dikeluarkannya keputusan tersebut serta
persyaratan teknis pendirian depot air minum dan sistem perdagangannya.

Bab keempat, membicarakan tentang analisis tentang jual beli atau
perdagangnnya dan tentang sistem perlindungan konsumen seﬁa Prinsip
Kemaslahatan Sebagai Dasar Tujuan Dikeluarkannya Kep Menperindag No.
651/MPP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan
Perdagangannya.

Bab ini adalah bab pembahasan yang akan menemukan jawaban dari pokok
permasalahan dalam penelitian

Bab kelima, merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan

dan saran.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1.

Menurut pandangan hukum Islam Surat Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan No. 651/MPP/kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis
Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdagangannya adalah sangat membantu
pemerintah untuk mewujudkan suatu usaha yang berkualitas dan
menghindari terjadinya persaingan bisnis yang tidak sehat, mewujudkan
perdagangan yang sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam, lebih spesifik
lagi telah sesuai dengan etika ekonomi yang ada pada nilai-nilai hukum
Islam. yang mana munculnya Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan No. 651/MPP/kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot
Air Minum Isi Ulang dan Perdagangannya ini tidak untuk mematikan
kekreatifan seseorang dalam membuka depot air minum.

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.
651/MPP/kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi
Ulang dan Perdagangannya diperlukan karena untuk melindungi hak
konsumen dalam rangka menjamin mutu produk air minum yang
dihasilkan oleh depot air minum yang memenuhi persyaratan kualitas air
minum dan mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat. Dengan
dikeluarkannya surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

ini diharapkan kualitas depot air minum lebih terawasi.
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B. Saran

1. Hendaknya pemerintah mengadakan pembinaan terhadap para pengusaha
depot air minum isi ulang, mengingat pentingnya kualitas air yang harus
dikonsumsi oleh para konsumen.

2. Hendaknya pengusaha mematuhi ketetapan yang telah ditetapkan oleh
Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/10/2004 guna
melindungi hak sebagai konsumen.

3. Perlunya konsumen untuk mengetahui hak-hak dan kewajibannya dengan
baik. Dan untuk lebih kritis dalam hal memilih barang atau mengetahui
komposisi dari barang-barang yang hendak dikonsumsi.

4. Keadilan sebagai ruh hukum, maka hendaklah di dalam penetapan suatu
aturan atau undang-undang selalu mengacu pada nilai-nilai keadilan,

sehingga kewibawaan hukum akan terjamin.
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